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Abstract: The construction of the Tlogosari Church in Semarang, which had issued its 1998 building 
permit, became a polemic. The residents of Malangsari RT 06 / RW 07 disagreed with constructing a 
church in the area. On the other hand, the church establishment permit was issued in 1998. The 
construction of the Indonesian Baptist Church caused the Malangsari community as cheated by the 
signature of the Tlogosari Indonesian Baptist Church. So, viewed with an analysis of stages of conflict 
and a timeline that describes the chronology of time before the conflict occurred until, after the conflict 
ended, the resolution of the conflict could occur through mediation, which was carried out several 
times. The end of the mediation led by the head of the Semarang National Human Rights Commission 
was that the City Government gave a building permit (IMB) to the Tlogosari Indonesian Baptist 
Church to rebuild. 
Keywords: Church; sociology of religion; social conflict, conflict resolution, religious mediation 
Abstrak: Pembangunan Gereja Tlogosari Semarang yang sudah terbit IMBnya tahun 1998 menjadi 
sebuah polemik. Warga Malangsari RT 06/RW 07 tidak setuju dengan adanya Pembangunan Gereja 
di daerah tersebut. disisi lain Izin pendirian Gereja telah terbit tahun 1998. Konflik penolakan 
Pembangunan Gereja Baptis Indonesia disebabkan karena warga Malangsari merasa ditipu dengan 
tanda tangan pendirian gereja Baptis Indonesia Tlogosari sehingga ketika dilihat dengan analisis 
stages of conflict dan time line yang menggambarkan kronologi waktu sebelum terjadi konflik sampai 
setelah konflik itu berakhir didapati bahwa resolusi konflik tersebut dapat terjadi melalui mediasi 
yang dilakukan beberapa kali. Akhir dari mediasi yang dipimpin oleh kepala Komnas HAM 
Semarang adalah Pemerintah Kota memberikan IMB kepada Gereja Baptis Indonesia Tlogosari untuk 
kembali membangun 




Kerukunan dalam  toleransi umat beragama yaitu kerukunan yang perlu adanya suasana yang 
harmonis, saling kerjasama dan tolong menolong (Pradnyaningrat, Sudiana, & Utama, 2020). Toleransi 
sangat memungkinkan terjadi di Indonesia. Kimball mengatakan dalam membangun kerukunan ini 
perlu adanya suatu dialog kerukunan antar umat beragama, khususnya di Indonesia, yang dapat 
meningkatkan rasa saling pengertian, toleransi, dan kedamaian diantara agama-agama yang berbeda, 
hal ini adalah awal yang  baru dalam membangun hubungan antara kaum muslimin dan Kristiani pada 
umumnya (Ali, 2006). Nurcholis Majid mengatakan setiap agama memiliki dasar dari sumber yang 
sama, yaitu Sang Satu. Ia berkata : “Seluruh agama memiliki dasar inti yang sama (Majid & Kamal, 
2004). Dalam beragama mewujudkan kedamaian dalam beragama dan dua hal ini tidak dapat 
dipisahkan (Abdullah, 2009). Maka dari itu bisa dikatakan kerukunan umat beragama adalah 
kehidupan yang dilandasi sikap toleransi, penegertian, penghormatan dan penghargaan antara satu 
sama lain. 
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Pada masyarakat beragama sendiri terdapat beberapa aspek yang harus dipenuhi dalam 
kehidupan keagamaan mereka (Wibisono, 2021). Salah satunya, mereka harus menjalankan ibadah, 
dimana ibadah tersebut membutuhkan sarana prasarana, yaitu rumah ibadah. Sedangkan, jika dilihat 
dari kuantitas penganut agama maka agama akan terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu agama yang 
tergolong mayoritas dan agama yang tergolong minoritas (Rahman & Mimbar, 2018). Dalam 
prakteknya, perbedaan yang cukup signifikan antara golongan mayoritas dan minoritas ini 
menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat mengakibatkan pelanggaran kebebasan beragama, 
salah satunya permasalahan izin pembangunan rumah ibadah (Lestari & Parihala, 2020).  
Berangkat dari permasalahan izin pembangunan ibadah penulis tertarik dalam mengkaji 
penolakan pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Pada tanggal 1 Agustus 2019 
beberapa orang warga Malangsari menghentikan pembangunan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari 
Semarang. Mereka melakukan penguncian pintu gerbang dengan menggunakan rantai digembok 
(Wahyudi, Wawancara, 28 Desember 2019). Hal ini terlihat tindakan intoleransi karena terjadi 
penolakan pembangunan tempat ibadah, disisi lain masyarakat yang melakukan penolakan tersebut 
tidak mau dikatakan intoleransi. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji oleh Peneliti. Maka dari itu 
makalah ini akan menyajikan riset dalam menganalisa konflik pembangunan Gereja Tlogosari 
Semarang. 
Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian tersebut yaitu Tesis Mochmamad Rizki 
Kurniawan yang berjudul Konflik Isu Agama (Studi Kasus Tentang Pembangunan Gereja Santa Clara 
Di Kota Bekasi) (Kurniawan, 2017). Peneliti menjelaskan isu konflik agama yang yang terjadi di Bekasi, 
yaitu pembangunan Gereja Santa Clara. Jurnal Penelitian M. Agus Noorbani dengan judul “Pendirian 
Rumah Ibadah di Kota Cirebon Pasca Pemberlakuan Peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri 
dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006”. Hasil penelitiannya yaitu tokoh agama dan masyarakat 
memiliki peran yang besar dalam menggerakan warga untuk mendukung gereja yang direnovasi 
sebagai hal ini menjadi syarat agar diterbitkannya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk rumah 
Ibadah (Noorbani, 2015). Jurnal Rini Fidiyani yang berjudul Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah 
Bagi Warga Minoritas Di Jawa Tengah”. Penelitian ini memberikan hasil bahwa persoalan konflik 
pembangunan rumah ibadah masih sering terjadi terkhusus di Jawa Tengah, golongan mayoritas dan 
golongan minoritas (Fidiyani, 2016). 
Berdasarkan kajian pustaka yang penulis temukan penelitian terhadap strategi penangananan 
Konflik Pembangunan Gereja Baptis Tlogosari Semarang dengan analisis stage of conflict dan time line 
ini berbeda dari penelitian yang lain. Yang menjadi perbedaan adalah tempat yang dikaji, dimana 
terlihat kehidupan umat beragamanya rukun dan toleransi hal ini terlihat dari adanya SD Kanesius di 
daerah tersebut. Penolakan Pembangunan Gereja Baptis Indonesia terlihat adalah suatu kasus 
intoleransi tetapi masyarakat setempat tidak mau dikatakan intoleransi. Maka dari itu makalah ini 
adalah suatu sajian yang nantinya dapat menjadi kontribusi tulisan ilmiah dalam dunia akademik. 
2. Metode Penelitian 
Penulis akan metode kualitatif lapangan di dalam mengkaji persoalan ini. Dimana masalah yang 
diteliti belum jelas (masih remang-remang). Maka dari itu masih bersifat sementara, tentatif dan akan 
berkembang atau berganti setelah penulis berada di lapangan (Sugiyono, 2015). Penulis menggunakan 
pendekatan sosiologis yaitu mengkaitkan permasalahan yang terjadi Konflik Pembangunan Gereja 
Baptis Indonesia Tlogosari di Semarang dikaitkan dengan tema yang dibahas (Kahmad, 2000). 
Pengumpulan data yang digunakan penulis menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Penulis terjun sendiri melukakan observasi dan melihat kondisi di lapangan. Penulis menggali data 
dari tokoh-tokoh masyarakat dan beberapa orang tertentu yang terkait dengan Konflik Pembangunan 
Gereja Baptis Indonesia, selain itu penulis juga mencari dokumen-dokumen tertentu yang berkaitan 
dengan Pembangunan Gereja Baptis Indonesia. Kemudian Penulis mereduksi data yang dianggap 
relevan dengan fokus penelitian. Penulis selanjutnya menyajikan data yang bersifat naratif yang 
terakhir adalah menarik kesimpulan. 
 
Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama 4, 1 (2021): 68-85 70 dari 85 
Wahyudi Sri Wijayanto/Analisis Penanganan Konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang 
3. Hasil Penelitian 
Teori Konflik  
Kemajemukan di Indonesia adalah sebuah keunikan yang ada dalam bangsa Indonesia. 
Kemajemukan Indonesia adalah keanekaragaman yang berbeda-beda, seperti kultur budaya, agama, 
ras suku, etnis dan bahasa. Bagi beberapa orang yang memiliki pemikiran yang salah mengeani 
keanekaragaman ini bahwa keunikan yang dimiliki bangsa Indonisia dapa menjadi suatu masalah 
bahkan konflik. Hal ini terjadi apabila setiap individu memiliki keinginan masing-masing yang 
berbeda dan mempertahankannya. Sehingga di dalam setiap individu menenamkan dalam dirinya 
doktrin keAkuan. Pengertian doktrin keAkuan adalah orang-orang yang tidak seperti kelompok kita 
(hidup bersama atau harmonis).  
Doktrin keakuan inilah yang menyebabkan rusaknya suatu hubungan kerukanan umat beragama 
sehingga toleransi menjadi berkurang bahkan menjadi sebuah konflik antar agama yang berbeda. 
Selain itu juga kelompok yang memiliki kepentingan yang tidak sama dengan system sosial mereka 
akan mengejar suatu tujuan berbeda juga serta saling berkompetisi (Parela, Saffanah, & Anwar, 2018). 
Selain itu jika berhubungan dengan agama pastinya tidak lepas juga oleh masyarakat. Soekanto dan 
Sulistowati mengetangahkan masyarakat Indonesia sebagai ilustrasi masyarakat yang bersifat kolektif. 
Segala kegiatan didasarkan pada kepaentingan masyarakat. Banyak pertentangan kepentingan antar 
kelompok yang timbul dalam hal-hal tertentu yang dapat mengakibatkan suatu perubahan. Suatu 
konflik dapat menimbulkan suatu kerugian tetapi konflik dapat juga dikelola sehingga menimbulkan 
suatu perubahan dan kemajuan, tidak heran kadang konflik perlu dimunculkan (Sukendar, 2012). 
Konflik yang terjadi tidak harus kelihatan adanya sesuatu kerusakan maupun sebuah situasi yang 
tidak baik yang dapat memberikan suatu ancaman dalam mencapai tujuan tertentu, tetapi dengan 
melakukan managemen yang baik pada sebuah konflik justrus akan memberikan keuntungan 
tersendiri pada sebuah proyek yang dijalankan (Rachmat, 2019). Konflik merupakan bagian dari 
kehidupan manusia (Thomas, 2017). 
Konflik jika dilihat berasal dari bahasa lain con yang berarti bersama dan figere yang berarti 
benturan atau tabrakan (Mulkhan, 2002). Dengan kata lain konflik yaitu hubungan antara dua pihak 
atau lebih (individu atau kelompok) yang bertentangan. Konflik berbeda dengan kekerasan bahkan 
perang, akan tetapi dampak dari perang dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan bahkan 
tidak terselesaikan. Kinseng mengatakan suatu konflik yaitu hubungan sosial antar aktor sosial yang 
memiliki pertentangan atau perselisihan dan kemarahan yang dinyatakan baik secara terbuka ataupun 
tidak dengan tujuan masing-masing untuk mencapai keinginannya (Kinseng, 2019). Berbeda dengan 
persaingan atau kompetisi yang memiliki tujuan utama yaitu suatu pencapaian kemenangan melalui 
prestasi dari persaiangan tertentu, konflik memiliki tujuan penghancuran pihak lawan (Suparlan, 
2014). Jadi dapat dikatakan konflik adalah persilisihan atau persengketaan antara dua atau lebih 
kekuatan baik individu atau kelompok yang kedua belah pihak memiliki keinginan untuk saling 
menjatuhkan atau menyingkirkan, mengalahkan dan menyisihkan. 
Konflik dibedakan dalam dua sumbu: sasaran dan tingkah laku. Dalam tipe-tipe konflik 
berdasarkan hubungan antara tujuan dan tingkah laku dibedakan menjadi empat tipe: 
1) Kondisi tanpa konflik (no conflict) 
Menurut definisi kondisi tanpa konflik yaitu suatu kondisi yang diinginkan kondisi masyarakat damai. 
Kondisi seperti inilah yang diinginkan oleh setiap individu, tetapi walaupun kondisi tanpa konflik 
bukan berarti tidak ada konflik. 
2) Konflik Laten (Laten Conflict) 
Yaitu konflik yang berada di bawah permukaan, sifatnya tersembunyi dan perlu diangkat ke 
permukaan sehingga dapat terselesaikan. 
3) Konflik Terbuka (Open Conflict) 
Konflik ini mengakar dan terlihat jelas, serta membutuhkan tindakan untuk mengatasi penyebab yang 
mengakar serta efek yang tampak. 
4) Konflik Permukaan (Surface Konflik) 
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Yaitu konflik yang memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar dan kemungkinan muncul hanya 
karena kesalahpahaman mengenai sasaran dan dapat diatasi dengan perbaikan komunikasi (Jamil & 
Djamil, 2007). Konflik permukaan ini sering terjadi di kehidupan masyarakat sehari-hari. Konflik 
semacam ini tidak akan mengakar menjadi konflik yang berkelanjutan. 
Soetopo dan Supriyanto (1999), mengklasifikasikan jenis konflik dilihat dari materinya ada empat 
yaitu pertama, konflik tujuan adalah jika ada dua tujuan atau kompetitif bahkan yang kontradiktif. 
Kedua, konflik peranan yaitu konflik yang timbul karena manusia memiliki lebih dari satu peranan 
tidak selalu memiliki kepentingan yang sama. Ketiga, konflik nilai yaitu konflik yang muncul karena 
pada dasarnya nilai yang memiliki setiap individu dalam organisasi tidak sama, sehingga konflik dapat 
terjadi antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dnegan oraganisasi. Keempat, konflik 
kebijakan yaitu suatu konflik dapat terjadi karena ada ketidaksetujuan individu atau kelompok 
terhadap perbedaaan kebijakan yang dikemukakan oleh satu pihak dan kebijakan lainnya (Supriyanto, 
Soetopo, & Bafadal, 2016). Hal ini sama yang disampaikan oleh Joni Emiirzon timbulnya konflik 
sebagaimana diklasifikasikan menjadi tiga bentuk yaitu konflik kepentingan (interest conflict), konflik 
hubungan (relationship conflict) dan konflik nilai (value conflict) (Saifullah & Anam, 2009). 
Dalam teori konflik terdapat beberapa unsure dan faktor penyebab munculnya sebuah konflik, 
unsur-unsur itu dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu Trigers (pemicu) yaitu suatu peristiwa yang dapat 
memicu terjadinya suatu konflik, Pifatol factors or root causes (faktor inti atau penyebab dasar) terletak 
pada akar konflik yang perlu ditangani supaya pada akhirnya dapat mengatasi konflik, mobilizing 
factors (faktor yang memobilisasi) masalah-masalah Aggravating Factors (faktor yang memperburuk) 
yaitu faktor yang memberikan tambahan pada mobilizing factors dan pivatol factors, namun tidak 
cukup untuk menimbulkan konflik itu sendiri. 
Analisis Konflik 
Analisis konflik adalah proses praktis untuk menguji dan memahami realitas konflik dari 
perspektif yang beragam kemudian menjadi dasar pijakan dalam pengembangan strategi dan 
perencanaan aksi (Jamil & Djamil, 2007). Bagaimana analisis konflik ini digunakan dalam mencapai 
suatu titik temu jalan keluar suatu permasalahan. Analisis konflik ini yang menjadi alatnya, dimana 
nantinya akan dilihat mana yang cocok. Ada beberapa kegunaan dan manfaat analisis konflik. Pertama, 
analisis konflik akan memberikan pemahaman latar belakang dan sejarah situasi konflik dan peristiwa 
(konflik) terkini. Konflik bukanlah suatu fenomena yang instan yang tiba-tiba terjadi tetapi konflik 
terjadi karena adanya proses panjang dengan konteks hubungan antara pihak yang terlibat di 
dalamnya. 
Kedua, analisis konflik berguna untuk mengidentifikasi semua kelompok atau pihak relevan yang 
terlibat dalam konflik, tidak hanya pihak yang utama atau yang jelas terlibat dengan konflik. Semakin 
banyak pihak individu atau kelompok yang terlibat di dalam suatu konflik semakin kompleks juga 
konflik yang ditangani. Hal ini dapat terlihat dari masing-masing pihak yang terlibat memiliki tujuan 
dan kepentingan yang berbeda-beda sesuai pandangan masing-masing pihak. Disamping keterlibatan 
para pihak terutama yang tidak langsung oleh pihak ketiga yang berada diluar konflik yang berusaha 
untuk membantu menangani konflik. Mungkin dalam suatu konflik ada yang berada jauh dari fokus 
konflik tetapi sesungguhnya memiliki peran dan target serta tujuan yang kuat dalam hal itu. Melalui 
analisis konflik pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik dan perannya dalam konflik bahkan 
potensinya dapat diketahui.  
Ketiga, analisis konflik juga penting memberikan pemahaman perspektif dari semua kelompok 
atau pihak tersebut dan untuk mengetahui lebih luas relasi satu dengan yang lain. Keempat analisis 
konflik berfungsi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan trend-trend yang menopang konflik 
tersebut. Hal ini menjadi penting mengingat bahwa konflik itu multi layer baik dari segi pihak yang 
terlibat, penyebabnya, maupun faktor-faktor yang mengitarinya. Seperti akar penyebab konflik 
(trigger), isu-isu yang menyebabkan konflik (mobilizing factor) menjadi suatu kekerasan, dan 
(aggravating factor) 
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Ada 9 alat Teknik menganilisa konflik dibedakan menjadi beberapa; 
1). Pemetaan Konflik (Conflict Mapping) 
Conflict mapping (Pemetaan Konflik), yaitu salah satu bentuk alat analisis konflik yang memiliki 
kelebihan membidik dan menggali secara dalam persoalan atau konflik (Jamil & Djamil, 2007). Mario 
mengatakan bahwa Conflict mapping adalah sebuah setrategi untuk mengetahui relasi antara pihak-
pihak yang berkonflik (Gibb, 1989). Pemetaan merupakan suatu teknik yang digunakan untuk 
menggambarkan konflik secara grafis dengan menghubungkan suatu masalah dengan berbagai pihak 
lainnya (Pruitt & Rubin, 2004). 
2). The Onion 
Analisa ini mengibaratkan fenomena ini seperti bawang Bombay. Lapisan paling luar merupakan 
posisi-posisi di depan umum yang secara empiris dapat dilihat dan didengar oleh orang lain. 
Kemudian lapisan kedua adalah kepentingan atau apa yang ingi dicapai oleh kita. Terakhir adalah 
lapisan-lapisan inti yang akan dicapai dan memiliki target harus dipenuhi.  
Instrumen analisa bawang Bombay ini akan terlaksana jik semua pihak yang terlibat mau untuk 
terbuka dan manganalisa posisi masing-masing. Sehingga akar permasalahan yang sama dihadapi 
menjadi jelas. Tetapi analisa onion ini memiliki kekurangan jika masing-masing pihak tidak terbuka 
terhadap kebutuhannya (Ar, 2009).  
3). The Conflict tree 
Yang dimaksud dengan conflict tree adalah alat grafis dengn menggunakan gambar pohon untuk 
memilih isu-isu konflik penting yang bertujuan:  
• Menstimulir diskusi tentang penyebab dan efek konflik 
• Membantu suatu kelompok memahami inti masalah  
• Membantu kelompok untuk membuat tentang keputusan 
prioritas untuk membahas masalah konflik. 
• Menghubungkan sebab akibat satu sama lain memfokuskan diri 
pada oraganisasi. 
4). Stage Of Conflik 
Merupakan grafik yang menunjukan peningkatan dan penurunan 
intensitas konflik yang dipetakan sepanjang suatu skala waktu tertentu. Adapun tujuan dari model 
analisis ini adalah 
• Untuk melihatkan tahapan dan siklus eskalasi dan 
deskalasi konflik, 
• Untuk membahas dimana kondisinya saat ini 
• Untuk memprediksikan pada eskalasi di masa yang akan 
datang dengan tujuan untuk menghindarkan terjadinya 
peristiwa semacam itu. 
• Untuk mengidentifikasi periode waktu jika kemudian 
akan dianalisis lain.       
  Adapun penggunan dalam analisis stages of conflict ini yaitu: pertama, awal proses analisis dengan 
tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola dalam konflik, kedua digunakan setelah tahapan pertama 
dengan maksud untuk membantu dalam proses pembangunan strategi. 
5). Time lines 
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Adalah grafik yang menunjukan peristiwa-peristiwa yang dipetakan di atas skala waktu tertentu 
yang memiliki tujuan ‘ 
• Menunjukan pandangan-pandangan yang baru mengenai sejarah dalam suatu konflik 
• Menjelaskan dan memahami persepsi masing-masing pihak mengenai berbagai peristiwa  
• Mengidentifikasi event yang paling penting pada masing-masing pihak. 
Dalam penggunaanya pertama awal dalam proses bersama dengan alat analisis lain, dalam proses 
lanjut untuk membantu pembangunan strategi, tiga ketika orang tidak setuju dengan berbagai event 
dan tidak mengetahui sejarah masing-masing, empat salah satu cara untuk membantu orang menerima 
bahwa perspektifnya hanya bagian dari kebenaran. 
6). The ABC (Attitude, Behavior, Context) Trianggle 
Yaitu suatua alat analisi factor yang terkait dengan attitude, 
behavior dan context untuk masing-masing kelompok besar yang 
memiliki tujuan yaitu: 
• Mengidentifikasi ketiga faktor tersebut untuk masing-masing 
kelompok besar 
• Menghubungkan faktor-faktor tersebut dengan kebutuhan-
kebutuhan dan kekhawatiran masing-masing kelompok. 
• Mengidentifikasi titik awal intervensi dari situasi tersebut. 
Penggunaan analisa ini adalah pertama digunakan yang lebih 
luas mengenai motif yang dilakukan untuk intervensi, sekaligus untuk mengungkap betapa perubahan 
satu aspek dalam akan mempengaruhi yang lain. 
7). Force Field Analiysis 
Analisis force field adalah alat untuk menganalisis kekuatan positif dan negative dalam suatu 
konflik yang bertujuan: 
• Mengidentifikasi kekuatan yang mendukung atau melemahkan rencana aksi atau perubahan 
diinginkan 
• Memperkirakan kekuatan itu dan kekuatan untuk mempengaruhinya 
• Menentukan cara memperkuat kekuatan positif dan menurunkan kekuatan negative. 
Analisa konflik ini digunakan ketika merencanakan aksi atau strategi untuk menjelaskan kekuatan 
yang akan mendukung dan menghalangi aksi yang akan dilaksanakan. Juga di laksanakan ketika 
melaksanakan strategi perubahan utnuk mengakses kekuatan lain serta kemampuan anda dalam 
mempengaruhi.  
8). Pillars 
Analisis pillar adalah teknik analisis konflik yang berupa ilustrasi grafis mengenai unsure-unsur 
pendukung. Alat analisis ini memiliki tujuan 
• Memahami bagaimana struktur dipetahankan 
• Mengidentifikasi faktor yang mempertahankan kondisi yang tidak dikehendaki 
• Mencari cara untuk melemahkan atau menghilangkan kekuatan negative atau mengubahnya 
menjadi kekuatan positif. 
9). The Pyramid 
Pyramid merupakan model atau alat analis yang terakhir yang memiliki pengertian alat grafis yang 
menunjukan level-level stake bolder dalam konflik yang memiliki tujuan:  
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• Mengidentifikasi aktor kunci-kunci termasuk kepemimpinan dalam masing-masing level. 
• Menunujukan pada level mana anda bekerja saat ini serta bagaimana cara anda memasukan level 
lainnya. 
• Untuk memperkirakan tipe pendekatana atau 
aksi mana yang tepat untuk dilaksanakan pada 
masing-masing level 
• Mempertimbangkan cara untuk 
menghubungkan antar level 
• Mengidenfitifikasikan sekutu pada tiap tiap 
level 
Penggunaan alat analisa ini adalah ketika 
menganalisa situasi yang tampaknya melibatkan 
actor pada berbagai level, ketika merencanakan 
tindakan atau membahas konflik multilevel, ketika 
memutuskan ke mana energi akan difokuskan. 
Resolusi Konflik 
Resolusi konflik dalam bahasa Inggris adalah conflict resolution yang memiliki makna lebih dari satu. 
Marton Deutsh mengatakan resolusi konflik sebagai sekumpulan teori dan penyelidikan yang bersifat  
eksperimental dalam memahami sifat-sifat konflik, meneliti strategi munculnya konflik yang menjadi 
resolusi terhadap konflik (Rofiq, 2011). Resolusi konflik juga memiliki tujuan menangani sebab-sebab 
konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang relative dapat bertahan lama di antara 
kelompok-kelompok yang bermusuhan (Liliweri, 2005). 
Ada tiga metode dalam resolusi konflik yang dapat dipahami yaitu (Rofiq, 2011): 
1). Metode fasilitasi (perantara) yaitu suatu metode yang digunakan dengan memberikan fasilitas 
kepada kelompok yang memiliki konflik kemudia mereka berdialog dalam datu forum dengan tujuan 
konflik dapat terselesaikan. Fasilitator sebagai pelaku utama mengadakan dialog antar pihak yang 
berkonflik. Fasilitator sebagai penghubung dalam proses komunikasi tanpa mengungkapkan 
pendapatnya sendiri tentang isu-isu penyebab konflik. 
2). Negoisasi 
Negoisasi dalam bahasa Inggris adalah negoisation yang memiliki arti suatu perundingan untuk 
mendapatkan suatu kesepakatan. Negoisasi merupakan proses penyelesaian konflik atau sengketa 
melalui suatu perundingan diantara para pihak tanpa difasilitasi oleh pihak lain, atau tanpa fasilitator. 
Proses tersebut melalui mekanisme dengan perundingan dari kedua belah pihak yang memiliki 
konflik, baik individual maupun kelompok dengan tujuan mencari solusi penyelesaian yang saling 
memberikan keuntungan. 
Adapun syarat-syarat dalam melakukan negosiasi adalah diantaranya harus mengemukakan atau 
dapat berbagi kepentingan bersama, bersepakat dalam prosedur negoisasi yang ditempuh, bersifat 
sukarela dan saling percaya. 
Negosiasi memiliki fungsi penting dalam hubungan dengan manusia, antara lain: 
• Membantu para pihak untuk saling berkomunikasi dengan tujuan agar tidak terjadi konflik yang 
lebih besar 
• Membantu para pihak untuk memnuhi kebutuhan yang melibatkan pihak lain secara damai. 
• Mencari solusi atas adanya perbedaan persepsi kedua belah pihak yang berpotensi menimbulkan 
konflik maupun tidak. 
• Memfasilitasi pemberdayaan para pihak melalui kerjasama. 
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3). Mediasi  
Arti dari mediasi adalah menengahi yang memiliki arti proses penyelesaian melalui perundingan 
yang dibantu oleh pihak lain yang bersifat netral dan tidak memiliki wewenang memutus. Pelaku 
mediasi disebut dengan mediator. Seorang mediator memiliki tugas menjelaskan proses dan 
membantu kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik dengan menyusun tahapan-tahapan 
mediasi yang telah disiapkan. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam melakukan mediasi 
adalah: 
• Preparation, yang dimulai dengan perkenalan, representasi atau pengecekan para pihak yang 
memiliki kapasitas untuk melakukan mediasi, kesepakatan para pihak untuk memulai mediasi. 
• Mediation session, yaitu proses yang termasuk pada tahap ini adalah opening, stories, agenda, option, 
agreement, closing. 
• FollowUp, merupakan pelaksanaan hasil-hasil kesepakatan oleh para pihak yang berkonflik yang 
telah dituangkan bersama-sama dalam perjanjian tertulis. 
Gambaran konflik Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari Semarang 
Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang adalah salah satu gereja di Semarang  yang tepatnya 
di Perumnas Tlogosari. Jl. Kembang Jeruk XI No. 1, RT. 006/RW.008, Tlogosari Kulon Pedurungan, 
Kota Semarang, Jawa Tengah. Sedangkan yang menjadi permasalahan adalah lahan yang digunakan 
untuk pembangunan gereja Baptis Indonesia Tlogosari yang bertepatan di RT 06/RW07 Tlogosari 
kulon. Kelurahan Tlogosari kulon adalah bagian dari kecamatan pedurungan.  
Berdasarkan data monografi penduduk Tlogosari kulon adalah sebagai berikut gambarannya 
(Laporan Monografi Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan, 2020). Jumlah penduduk Tlogosari 
kulon menurut jenis kelaminnya adalah perempuan 16.320 dan laki-laki 16.025 jumlah kesulurahan 
adalah 32345 jiwa. Kemudian untuk jumlah penduduk berdasarkan jenis agamanya adalah sebagai 
berikut agama Islam ada 26.425 jiwa. Agama Katolik ada 2.367 jiwa. Agama Kristen Protestan ada 2.799 
jiwa. Agama Budha ada 574 jiwa dan agama Hindu ada 185 jiwa. 
Penduduk Tlogosari kulon menurut mata pencahariannya sebagai berikut. Penduduk yang 
bekerja sebagai buruh tani ada 15 orang. Penduduk yang bekerja sebagai pengusaha ada 680 orang. 
Penduduk yang bekerja sebagai buruh industri ada 2145 orang. Penduduk yang bekerja sebagai buruh 
bangunan ada 609 orang. Penduduk yang bekerja sebagai pedagang ada 3157 orang. Oenduduk yang 
bekerja sebagai jasa pengangkutan ada 1035 orang. Penduduk yang bekerja sebagai PNS (sipil dan 
ABRI) ada 6728. Penduduk yang tercatat sebagai pensiunan ada 3206 orang. Penduduk yang tercatat 
bekerja dalam jasa dan swasta serta lain-lain ada 8010 sehingga total penduduk Tlogosari kulon 
berdasarkan mata pencahariannya ada 25.615. 
Penduduk Tlogosari kulon menurut pendidikannya bagi umur 5 tahun keatas. Penduduk yang 
berada di perguruan tinggi ada 10779 orang. Penduduk yang tamat akademi ada 3503 orang. Penduduk 
yang tamat SLTA ada 7335 orang. Penduduk yang tamat SLTP ada 1915 orang. Penduduk yang tamat 
SD ada 964 orang. Penduduk yang tidak tamat SD ada 3758 orang. Penduduk yang belum tamat SD 
ada 3758 orang. Jumlah total penduduk Tlogosari kulon berdasarkan pendidikannya ada 28.699 orang. 
Pada tanggal 6 Juli 2019 pembangunan gereja dimualai. Tanggal 1 Agustus 2019 tempat 
pembangunan gereja Baptis Indonesia didatangi sekelompok orang dengan jumlah kira kira 12 orang 
yang dikoordinir oleh Nuur Azis (Wahyudi, Wawancara, 2 November 2020). Sekelompok orang yang 
ke Gereja tersebut merusak beberapa benda yang ada di lokasi pembangunan dan mengunci pintu 
gerbang dengan menggunakan rantai gembok (Alshidqi, 2019). Disisi lain Nur Aziz menyampaikan 
bahwa sebenarnya tidak ada barang yang dirusak justru warga membantu untuk mengeluarkan alat-
alat tukang agar cepat dalam proses keluarnya, prihal dispenser rusak disampaikan tidak tahu tentang 
hal itu (Nur Azis, Wawancara, 13 November 2020). Penolakan pembangunan gereja ini disebabkan 
karena tuduhan bahwa belum ada IMB rumah Ibadah dan adanya pemalsuan tanda tangan dari warga 
sekitar (Farasonalia, 2019). 
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Kemudian tangga l 5 Agustus 2019 WIB diadakan suatu mediasi yang bertempat di kecamatan 
Pedurungan. Mediasi tersebut di hadiri oleh dua belah pihak Nur Azis dan kelompoknya serta 
kelompok  Wahyudi serta rombongan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari, kepolisian, koramil, kepala 
KUA, FKUB Kota Semarang, Kesbangpol Kota Semarang, serta Camat Pedurungan sebagai moderator. 
Beberapa hal yang menjadi dialog dalam mediasi itu adalah Nur Azis dan perwakilannya 
memnyampaikan penolakan pendirian Gereja tersebut dengan alasan bahwa, pertama Izin mendirikan 
bangunan berasal dari penipuan tanda tangan, kedua Izin mendirikan bangunan telah kadaluarsa 
karena tidak melakukan 6 bulan setelah Izin Mendirikan Bangunan terbit.  Dari kelompok Wahyudi 
dan GBI Tlogosari menyampaikan bahwa IMB sudah terbit sesuai prosedur pemerintah. Kemudian 
Pihak GBI menyampaikan jika akan melakukan proses hokum dari pihak Nur Aziz dan masyarakat 
dipersilahkan.  
Disisi lain YLBHI-LBH semarang menyampaikan informasi yang pada pokoknya bahwa IMB 
rumah ibadat GBI Tlogosari telah terbit pada tahun 1998 sehingga untuk mengetahui aturan perizainan 
haruslah merujuk pada SKB menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No.1/BER/MDN-MAG/1969. 
Kemudian Direktur YLBHI-LBH Semarang menjelaskan berdasarkan SKB tersebut bahwa tandatangan 
persetujuan tidak menjadi persyaratan dalam penerbitan IMB rumah ibadat. Oleh karena itu, di luar 
benar atau tidak pemalsuan tersebut maka persoalanan tanda tangan tidak relevan/ tidak bisa menjadi 
titik pijak untuk mempersoalkan IMB. 
Hari senin 5 Agustus 2019 sekitar pukul 10,00 WIB dilaksanakan mediasi di kantor Kesbangpol 
kota Semarang. Mediasi dihadiri oleh pihak dan beberapa instansi pemerintah serta kepolisian.  Alasan 
utama penolakan adalah bahwa IMB telah kadaluarsa karena tidak melakukan aktivitas pembangunan 
setelah 6 bulan diterbitkan. Kemudian disampaiakan dari pihak Wahyudi bahwa IMB telah kadaluarsa 
karena karena tidak melakukan aktivitas pembangunan setelah 6 bulan diterbitkan sebetulnya tidak 
relevan untuk digunakan, karena pada faktanya pihak GBI Tlogosari telah memulai pembangunan 
pada Juli 1998 meski pembangunan tidak selesai dan dihentikan karena mendapatkan protes oleh 
beberapa orang (Setiawan, Wawancara, 20 Desember 2019). 
Hari selasa 6 Agustus 2019, walikota Semarang memfasilitasi audiensi para pihak dalam kasus ini. 
Utnuk menyelesaikan permasalah sosial, Walikota meminta GBI Tlogosari untuk memenuhi 
pesyaratan tandatangan warga yang menyetujui pembangunan rumah ibadat sesuai dengan PBM 
Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No.9 dan 8 Tahun 2006. Pengumpulan tandatangan ini tidak 
membuat IMB yang telah ada menjadi batal, melainkan hanya sebagai persyarat sosial. Pihak GBI 
Tlogosari menyanggupi persyaratan tersebut. 
Tanggal 26 Agustus 2019, GBI Tlogosari mengirimkan surat Permohonan Rekomendasi kepada 
Ketua FKUB Kota Semarang dengan melampirkan persayratan tanda tangan yang berhasil 
dikumpulkan oleh GBI Tlogosari sebagaimana dimaksud pada pertemuan 6 Agustus 2019. Tanggal 18 
September 2019, Walikota Semarang mengundang rapat para pihak yang juga dihadiri oleh FKUB Kota 
Semarang dan para Muspika. Pada rapat itu Ketua  FKUB Semarang membacakan memorandum yang 
pada intinya menyatakan belum mememberikan rekomendasi pendirian rumah ibadat GBI Tlogosari 
dan menyarankan pemerintah Kota Semarang untuk memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan 
Rumah Ibadah GBI Tlogosari. Berikut isi memorandum FKUB Kota Semarang yang menyatakan belum 
memberikan rekomendasi (Surat Memorandum FKUB Kota Semarang Kepada Walikota Tanggal 14 
September, 2019). 
Pertama, FKUB Kota Seamarang belum memberikan rekomendasi pendirian Rumah Ibadat GBI 
Tlogosari di Jalan Malangsari Raya No. 83 RT 06 RW VII, kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan 
Pedurungan, kota Semarang, karena belum memenuhi syarat administrative sebagaimana yang diatur 
dalam PBM No.9 & 8 tahun 2006 pasal 14 ayat 2 huruf b, dan pasal 13 ayat 12 (belum terciptanya aspek 
kerukunan umat beragama di lokasi calon pendirian gereja) & tanda tangan persetujuan hanya 
diperoleh di wilayah yang tidak setempat dengan lokasi calon gereja. Kedua, FKUB Kota Semarang 
menyampaikan saran kepada pemerintah Kota Semarang agar memfasilitasi tersedianya lokasi 
pembangunan rumah ibadah untuk umat GBI Tlogosari Kulon, sesuai dengan PBM No.9 & 8 tahun 
2006 pasal 14 ayat (3). 
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Selain itu yang menjadi alasan ketidaksetujuan warga tentang pendirian Gereja Baptis Indonesia 
Tlogosari (Surat Pernyataan Tidak Setuju Pendirian Gereja Di Malangsari Kepada Walikota Semarang, 2019) 
antara lain. Pertama, bahwa tidak satupun warga Malangsari yang ikut menggunakan tempat ibadah 
tersebut. Kedua, wilayah RT.06/VII hanya ada satu keluarga yang beragama non muslim, itupun 
mereka tidak ikut dalam jemaat gereja tersebut. Ketiga, Pemilik tanah yang berbatasan langsung 
dengan tanah gereja tidak setuju atas rencana pendirian gereja. Sebelah utara dan barat berbatasan 
dengan tanah milik almrh. Bapak H. Sumari dengan ahli waris Bapak Rohmadi di sebelah selatan tang 
milik bapak Singgih. Keempat, Bahwa warga khawatir jika ada pembangunan tempat ibadah non 
Muslim di Malangsari akan mengganggu keimanan dan keyakinan warga dan anak-anak mereka. 
Kelima, sebagian besar warga bersepakat tidak setuju rencana pendirian gereja Malangsari, namun 
setuju bila didirikan di tempat lain seperti wilayah RW. VIII berdasarkan tanda tangan yang telah dapat 
dikumpulkan oleh pihak gereja.  
Keenam, dengan adanya rencana pendirian gereja tersebut warga merasa tidak tenang dalam 
menjalani kehidupan beragama. Hal ini dikarenakan berkunjungnya pihak gereja kepada ketua ta’mir 
Masjid Mamba’un Ni’mah justrus memunculkan kecurigaan di kalangan warga.Kelima, penduduk 
wilayah Malangsari adalah penduduk asli perkampungan yang secara kebetulan ikut bagian dari 
kelurahan Tlogosari Kulon cara berfikir warga belum terbuka sebagaimana penduduk wilayah 
perumnas Tlogosari pada umumnya. Keenam, di wilayah perumnas masih banyak fasilitas umum 
yang memungkinkan untuk bisa digunakan alternative pilihan sebagai pengganti dari tempat semula. 
Ketujuh, warga sangat mendambakan peneyelesaian yang berdasarkan kerukunan, toleransi dan 
kejujuran. Diamana semua ini sulit terwujud bila ada keterpaksaan yang hanya berubah pada 
kerukunan yang semu semata. 
Tanggal 23 September 2019 LBH Semarang sebagai penasehat Hukum GBI Tlogosari atas kasus 
ini, mengadukan  kasus ini kepada Ombudsaman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah. 
Tanggal 21 Oktober 2019, GBI Tlogosari  mengirimkan surat yang ditunjukan kepada Walikota 
Semarang yang isinya menyampaikan opsi yang dipilih, yaitu tetap akan membangun rumah ibadat 
GBI Tlogosari di Jl. Malangsari No.83 Rt.06/vii Kelurahan Tlogosari sesuai dengan IMB sejak tahun 
1998 dengan nomor 645/387/Tahun:1998 serta Prinsip Pendirian Gereja Nomor 45.2/42/Tahun 1998 
serta mempersilahkan keberatan untuk menempuh jalur hukum. GBI Tlogosari memohon kepada 
pemerintah kota Semarang untuk menjalankan haknya sebagai umat beragama dengan rasa aman. 
Dengan opsi tersebut GBI Telogosari tidak menerima tawaran untuk pindah lokasi pembangunan 
rumah ibadah ke fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah Kota Semarang.  
Menurut pengamatan penulis yang didasarkan dalam teori konflik Fisher yang manjadi sebab 
konflik Pendirian Gereja Baptis Tlogiosari Semarang terdapat beberapa alasan yaitu: kepentingan, 
nilai, dan komunikasi yang tidak efektif (Rofiq, 2011). Berikut adalah rangkumannya: 
1). Kepentingan 
Pertama Pimpinan gereja Baptis Indonesia memiliki kepentingan dalam pendirian Gereja tersebut 
dengan alasan bahwa jemaat yang ada di gerejanya sudah mulai bertambah sehingga tempat ibadah 
yang lama tidak muat serta sempitnya lahan parkir karena gereja yang lama berada di dalam rumah. 
Yang kedua dari pihak takmir masjid dan masyarakat tidak setuju karena ada pemalsuan tanda tangan 
dan masyarakat merasa tidak dimintai perizinan dalam pendirian gereja tersebut. Takmir masjid 
menyampaikan bahwa ini bukan masalah intoleransi tetapi penipuan (Nur (Azis, Wawancara, 13 
November 2020). 
2). Nilai 
Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang memiliki fungsi untuk tempat ibadah. Di sisi lain 
jemaat yang ibadah di tempat itu sudah merasa nyaman dan senang. Dan di Gereja yang dibangun 
sekarang memiliki lahan parkir yang luas. Selain itu tanah tersebut juga milik GBI Tlogosari sendiri 
sehingga kenyamanan dalam beribadah tanpa gangguan itu yang diharapkan. Dalam hal ini juga 
warga malasari yang menolak adalah warga asli di tempat tersebut sehingga mereka merasa bahwa 
perlu ada suatu komunikasi yang baik terlebih dahulu dalam pembungunan Gereja tersebut. 
3). Komunikasi 
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Jika dilihat dari dua belah pihak dua duanya terlihat benar. Pihak Wahyudi dan Gereja merasa 
bertindak benar karena mereka benar dimata hokum dengan alasan memiliki IMB dari pemerintah. 
Disisi lain Pihak Nur Azis dan masyarakat Malangsari merasa tidak pernah menandatangani pendirian 
Gereja tersebut dan tanda tangan tahu 1998 itu berawal dari penipuan sehingga terlihat bahwa 
masyarakat merasa sakit hati. Maka dari itu hal ini terlihat suatu komunikasi yang sebenarnya belum 
terjalin baik.   
Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pendirian Gereja Baptis Indonesia dikategorika dua pihak, 
yaitu pihak utama yang terlibat langsung dan pihak-pihak kedua yang menjadi pemicu konflik. 
• Pihak pertama Wahyudi (Pimpinan Gereja) 
Pihak yang terlibat langsung dalam konflik pendirian gereja Baptis Indonesia Tlogosari adalah 
pemimpin Gereja Baptis Indonesia. Pimpinan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari adalah Pendeta 
Wahyudi, lulusan dari Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, menurut Pendeta Wahyudi demi 
kenyamanan jemaatnya, ibadah yang semula di rumahnya harus pindah ke tempat yang lebih luas. 
Terlebih karena lahan parkir yang kurang luas. Disisi lain menurut Pendeta Wahyudi sosialisasi 
dengan lingkungan masyarakat itupun juga tidak masalah. Bahkan beberapa kali mengadakan aksi 
sosial. Hanya beberapa tahun ini tidak dilakukan karena khawatir diklaim kristenisasi, padahal 
memang itu adalah ajaran dari agamanya untuk saling berbagi. Gereja Baptis Indonesia Tlogosari 
sementara belum digunakan untuk ibadah minggu, hanya untuk ibadah kaum remaja saja (Wahyudi, 
Wawancara, 02 November 2020).  
• Pihak kedua Nur Azis 
Takmir masjid Mamba’un Ni’mah  adalah Nur Azis, menurut berbagai pihak yang mngkoordinir 
penolakan pendirian Gereja baptis Indonesia dalah takmir Masjid. Nur Azis adalah salah satu tokoh 
masyarakat sekitar. Alasan Nur Azis tidak setuju pembangunan Gereja Baptis Indonesia  Tlogosari 
adalah pembangunan Gereja tidak sesuai IMB karena terjadi perubahan desain, Nur Azis menyebut 
pihak GBI melakukan pemalsuan tanda tangan. Nur azis mengatakan IMBnya kadaluarsa, keluarnya 
1998 tetapi pembangunan tahun 2019. Waktu kepengurusan IMB dulu, ada pihak minta tanda tangan 
warga untuk syukuran haji seorang warga. Tapi ternyata kertas itu kemudian diberi judul dukungan 
terhadap Gereja, kata Nur Azis, saat melakukan orasi (Sinuko, 2020). 
Teknik Analisis Stage of Conflict dan Time Line Pendirian Gereja Tlogosari Semarang 
1). Teknik Analisis Stage Of Conflict 
Dari hasil observasi dan wawanacara dengan para tokoh, serta dokumen-dokumen yang didapat 
di lapangan diperlukan analisis yang dapat menggambarkan tahapan-tahapan dan siklus eskalasi dan 
deskalasi konflik, bagaiman kondisinya saat ini, memprediksi pada eskalasi di masa yang akan datang 
dengan tujuan agar dapat menghindarkan terjadinya conflict semacam ini dan juga periode waktu jika 
dikemudian waktu akan dianalisis kembali. Maka dari pada itu teknik analisis yang digunakan adalah 
Stage Of conflict. Dimana Stage Of Conflict memiliki tahapan-tahapan tertentu yaitu (Irwandi & Chotim, 
2017): 
Pertama, Pra-Konflik yaitu periode dimana terdapat suatu ketidaksesuaian sasaran diantara dua 
pihak atau lebih, sehingga timbul konflik. Konflik yang dimaksud adalah konflik yang tidak kelihatan 
atau tersembunyi dihadapan umum, walaupun masing-masing pihak mungkin mengetahui potensi 
terjadinya konfrontasi. Mungkin terdapat ketegangan kedua belah pihak dan/ atau keinginan untuk 
menghindari kontak satu sama lain. Kedua, konfrontasi: di situasi ini konflik menjadi lebih terbuka dan 
kelihatan. Jika salah satu pihak merasa memiliki masalah dan kemudian didukung para 
pendukungnya untuk melakukan demonstrasi atau perilaku kontrotaif lainnya.  
Ketiga, Krisis merupakan puncak konflik, yaitu ketika ketegangan/ kekerasan terjadi paling hebat. 
Jika dilihat dalam suatu skala besar ini dapat dikaitkan dengan perang. Ketika orang-orang dari kedua 
pihak terbunuh. Komunikasi normal diantara dua pihak kemungkinan putus, pernyataan-pernyataan 
umum cenderung menuduh dan menentang pihak lainnya. Keempat, Akibat : kedua pihak mungkin 
setuju bernegosiasi dengan atau tanpa perantara. Suatu pihak yang mempunyai otoritas atau pihak 
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ketiga yang lebih berkuasa mungkin akan memaksa kedua pihak untuk menghentikan pertikaian. 
Kelima, pasca-konflik: situasi dapat diselesaikan dengan cara mengakhiri berbagai konfrontasi 
kekerasan, ketegangan bekurang dan hubungan mengarah lebih normal diantara kedua pihak. Namun 
jika isu-isu dan masalah-masalah yang timbul karena sasaran mereka saling bertentangan tidak diatasi 
















• Pre-conflict  6 juli 2019 Pembangunan Gereja dimulai lagi Nur Azis dan beberapa tokoh masyarakat 
terkejut mendengar dan melihat pembangunan tersebut yang sebelumnya dikonfimasi bangunan 
digunakan untuk gudang. 
• Confrontation sehingga pada tanggal 6 Juli 2019 Warga Malangsari merasa tidak memberikan tanda 
tangan bagi pendirian IMB Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang dan merasa ditipu 
• Crisis, pada tanggal 1 Agustus 2019 sejumlah orang kira-kira 12 orang dengan dikoordinir Nur Azis 
mendatangi Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang dengan merusak beberapa benda yang ada 
di lokasi tersebut dan mengunci pintu gerbang. 
•  Pada tanggal 5 Agustus 2019 pukul 08.00 WIB dilakukan mediasi yang pertama di kecamatan 
Pedurungan.  
• Mediasi yang kedua  5 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB di kantor Kesbangpol. 
• 6 Agustus 2019 Walikota mefasilitasi untuk Mediasi 
• Tanggal 18 September 2019 Walikota mengundang para pihak yang dihadiri juga FKUB Kota 
Semarang dan para muspika. Pada pertemuan itu FKUB Semarang membacakan memorandum 
yang menyatakan belum memberikan rekomendasi pendirian rumah Ibadat GBI Tlogosari 
Semarang karena belum memenuhi syarat kerukunan umat beragama di daerah setempat. 
• 22 November 2019 diadakan mediasi yang menginiasi polsek Pedurungan. 
• Tanggal 30 Desember 2019 warga Malangsari mengirim surat kepada Walikota Prihal  peninjauan 
kembali SK Walikota yang memberikan izin pembangunan gereja baptis Indonesia Tlogosari 
Semarang. 
• Tanggal 6 Maret 2020 Nur Azis dan warga Malangsari mengadakan demo di balaikota 
• Tanggal 16 September 2020 diadakan mediasi dengan mediator Kepala Komnas Ham. 
Jika dilihat tahapan atau siklus eskalasi dalam kasus penolakan pembangunan Gereja Baptis 
Indonesia di Tlogosari Semarang oleh Warga Malangsari terjadi dua kali pertama pada tanggal 
1Agustus 2019 beberapa orang mendatangi lokasi tempat pembangunan gereja dan menghentikan 
pembangunan tersebut. Disisi lain terliha bahwa siklus deskalasi atau penurunan pada saat diadakan 
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mediasi-mediasi tertentu. Yang tercatat ada 5 kali mediasi. Tahun 2019 ada 4 kali mediasi kemudian 
tahun 2020 satu kali mediasi. 
Berikut pokok isi dari mediasi-mediasi tersebut. Pada tanggal 5 Agustus 2019 pukul 08.00 mediasi 
dilakukan di kecamatan pedurungan yang dihadiri oleh pihak Nur Azis dan kelompoknya. Wahyudi 
dan rombongan GBI Tlogosari, kepolisian , koramil, Kepala KUA, FKUB Kota Semarang, serta camat 
Pedurungan yang bertindak sebagai pemimpin mediator. Beberapa hal yang disampaikan dalam 
mediasi ini adalah Nur azis dan perwakilannya menyampaiakan penolakan terhadap gereja 
berdasarkan dua alasan yaitu: 1) izin mendirikan bangunan lahir dari penipuan tanda tangan. 2) izin 
mendirikan bangunan sudah kadaluarsa karena tidak melakukan pembangunan 6 bulan setelah IMB 
terbit. Kemudian pihak dari GBI Tlogosari menyampaikan bahwa IMB sudah ada dan terbit sesuai 
prosedur dari pihak GBI Tlogosari mempersilahkan jika ada yang menempuh jalur hukum dalam 
penyelesaiannya.  
YLBH-LBH Semarang menyampaikan bahwa IMB rumah Ibadat GBI Tlogosari telah terbit pada 
tahun 1998 sehingga untuk mengetahui aturan perizinan rumah ibadat yang berlaku pada saat itu 
haruslah merujuk pada SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama No. 1/BER/MDN-MAG/1969. 
Direktur YLBHI-LBH Semarang menjelaskan berdasarkan SKB tersebut bahwa tanda tangan 
persetujuan tidak menjadi prasayarat dalam penerbitan IMB rumah ibadat, maka dari pada itu benar 
atau tidaknya pemalsuan tanda tangan tidak relevan/tidak bisa menjadi titik pijak mempersoalkan 
IMB. 
Kemudian mediasi tanggal 5 Agustus 2019 pukul 10.00 WIB di Kesbangpol Kota Semarang yang 
dihadiri oleh para pihak dan beberapa instansi pemerintah dan kepolisian. Dalam mediasi ini pihak 
Nur Azis dan perwakilannya menyampaikan penolakan pembangunan gereja baptis Tlogosari 
Semarang karena IMB telh kadaluarsa karena tidak melakukan pembangunan setelah selama 6 bulan 
diterbitkan . akan tetapi hal ini disanggah oleh pihak Wahyudi bahwa faktanya ada aktivitas 
pembangunan setalah IMB diterbitkan. Pembangunan GBI Tlogosari dimulai pada Juli 1998 walaupun 
pembangunannya tidak selesai dan dihentikan karena mendapat protes oleh beberapa orang 
(Wahyudi, Wawancara 20 Desember 2020). 
Tanggal 6 Agustus 2019 Walikota memfasilitasi untuk mediasi dalam mediasi ini walikota 
meminta GBI Tlogosari untuk memenuhi persyaratan tanda tangan warga yang menyetujui 
pembangunan rumah ibadah sesuai dengan PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.9 dan 
8 tahun 2006. Pengumpulan tanda tangan ini tidak menjadikan IMB batal melainkan hanya sebagai 
prasyarat sosial. Pihak GBI Tlogosari menyanggupi persyaratan tersebut. 
Tanggal 18 September 2019 kedua belah pihak mendapat undangan Walikota untuk rapat. Dalam 
rapat yang adalah mediasi tersebut FKUB membacakan memorandum belum memberikan 
rekomendasi pendirian rumah ibadah GBI Tlogosari dan menyarankan pemerintah kota untuk 
memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadah GBI Tlogosari. Dalam pertemuan ini 
Walikota memberikan 3 opsi penyelesaian yaitu: 
• Lokasi gereja dipindah di Fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah Kota. 
• Gugatan PTUN bagi yang menolak pembangunan gereja 
• FKUB memfasilitasi pertemuan/mediasi para pihak.  
Kemudian mediasi tanggal 22 November 2019 Polsek Pedurungan yang menginisasi forum 
mediasi yang dihadiri oleh Kapolsek Pedurungan, Danramil Pedurungan, lurah Tlogosari kulon, Pdt 
Wahyudi dan Bp Nur Azis, Ketua RW dan Gusdurian. Dalam mediasi ini diperoleh kesepakatan bahwa 
permasalahan akan diselesaiakan melalui gugatan di Pengadilah Tata Usaha Negara yang dilakukan 
oleh Nur Azis selaku pihak penolak pendirian rumah ibadah pada hari senin 25 November 2019. 
Kemudian pada tanggal 6 Maret 2020 yaitu pada saat warga malangsari melakukan unjuk rasa ke 
balai kota dengan tujuan agar dicabutknya SK IMB Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang tahun 
1998 oleh walikota.  
Pada tanggal 16 September 2020 Komnas Ham yang mediatornya adalah Beka Ulung 
memfasilitasi mediasi kedua belah pihak dimana dalam mediasi tersebut terdapat kesepakatan bahwa 
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Walikota akan memberikan izin Pembangunan rumah ibadah kepada GBI Tlogosari dengan memakai 
tanda tangan warga yang telah diperoleh saat keputusan mediasi tanggal 6 Agustus 2019 yang 
kemudian akan dijadikan acuan FKUB dan Kementerian agama Kota semarang memberikan 
rekomendasi Pembangunan Gereja baptis Indonesia Tlogosari Semarang. Adapun butir isi dari mediasi 
yang telah disepakati dan disahkan secara hokum oleh pengadilan negeri Semarang adalah sebagai 
berikut pada pasal dua lingkup kesepakatan. Ruang lingkup kesepakatan ini adalah terkait 
penyelesaian kasus hak dan kebebasan beragama dan berkeyakinan Gereja Baptis Indonesia Tlogosari 
di Kota Semarang. Pada pasal 3 lokasi yang dimaksud dalam kesepakatan perdamaian ini terletak di 
Jl. Malangsari No. 83. Kota Semarang, Jawa Tengah. 
Pada pasal 4 butir-butir kesepakatan, bhwa pihak kedua menyatakan bersedia untuk hidup 
berdampingan dan menyatakan permasalahan bukan mengenai penolakan pendirian gereja namun 
terkait dengan prosedur penerbitan Izin mendirikan Bangunan. Bahwa Pemerintah Kota Semarang 
bersedia memberikan Izin Mendirikan Bangunan bagi Gereja Baptis Indonesia Tlogosari dalam hal 
telah dipenuhi syarat dan prosedur sebagai ketentuan yang berlaku. Bahwa pihak pertama bersedia 
membangun Gereja Baptis Indonesia Tlogosari setelah Pemerintah Kota Semarang menerbitkan 
Bangunan yang baru dan sudah terpasang. Bahwa para pihak bersepakat tidak lagi stigmatisasi atau 
pernyataan mengenai intoleran. Bahwa para pihak bersepakat untuk menjaga lingkungan dan hidup 
berdampingan sesuai dengan asas kerukunan. Komnas HAM RI meminta dengan ditandatanganinya 
kesepakaratan perdamaian ini maka tidak akan lagi permasalahan dikemudian hari. 
Kemudian dalam kesepakatan tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan saksi saksi di 
atas meterai. Adapun pihak pertama yang menandatangani adalah Pdt Wahyudi, Pendeta Gereja 
Baptis Indonesia Tlogosari kemudian Pihak kedua yang menandatangani adalah Nur Azis yaitu 
sesepuh di Malangsari atau tokoh masyarakat di Malangsari. Kemudian ditanda tangani juga oleh 
Walikota Semarang Hendrar Ptihadi dan FKUB Kota Semarang Y. Edi Riyanto selaku wakil Ketua 1 
FKUB Kota Semarang. Kemudian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI Subkomisi Penegakan Hak 
Asasi Manusia yaitu Beka Ulung Hapsara sebagai Komisioner atau mediator. Kemudian untuk saksi-
saksinya adalah LBH Semarang Zainal Arifin pengacara LBH Semarang. Kemudian LPBH NU Jawa 
Tengah Achmad Robani Albar, pengacara LPBH NU Jawa Tengah. Pemerintah Kota Semarang dr. 
Widoyono, asisten ekonomi, pembangunan, dan kesejahteraan Rakyat. Kesbangpol Kota Semarang 
Abdul Haris, Kepala Kesbangpol Kota Semarang. Polrestabes Semarang AKBP Guki Ginting, Kasat 
Intelkam Polrestabes. Kejaksaan Negeri Semarang, yaitu Subagio Gigih Wijaya, Kasi Intel Kejaksaan 
Negeri Semarang. Kodim 077 BS Semarang Kapten ARH Sujono, asisten Intel Kodim 0733 BS Semarang. 
Kementerian Agama Kota Semarang Syarif Hidayatullah, S. Ag., M. SI. Komnas HAM RI Asri 
Oktavianty Wahono, Analis kebijakan Ahli Madya dan Desiderius Ryan Kharismaputra, Komediator. 
2). Anilisis Time Line 
Pada Prinsipnya, garis waktu adalah alat analisis yang sangat sederhana. Dimana time line ini 
adalah grafik yang menunjukan peristiwa diplot terhadap waktu, dengan mencantumkan tanggal, 
tahun, bulan, hari tergantung pada skala dan peristiwa dalam kronologis. Maka dari itu untuk 
menggambarkan kronologi peristiwa yang terjadi pada konflik Gereja Baptis Indonesia dapat juga 
menggunakan analisis timeline. 
Time line yang digunakan bukanlah alat penelitian yang utama tetapi cara untuk diskusi dan 
mempelajari suatu peristiwa kronologi dengan cepat. Penggambaran timeline memiliki tujuan pihak-
pihak yang berkonflik dapat menerima bahwa pihak-pihak lain mungkin memiliki persepsi yang 
berbeda bahkan kadangkala bertentangan persepsi satu dan persepsi yang lain. 
Berikut ini akan disajukan Timeline sementara kronologi Konflik Gereja Baptis Indonesia di 
Tlogosari Semarang. 
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• 6 Juli 2019 Wahyudi mulai melakukan pembangunan Gereja Baptis Indonesia, Nur Azis kaget ketika 
tahu ada pembangunan kembali karena selam ini yang dia tahu lokasi pembangunan dibuat 
gudang. 
• 1 Juli 2019 Nur Azis dan beberapa warga mendatangi Gereja dan melakukan penggembokan pintu 
gerbang Gereja, selang beberapa waktu Wahyudi datang ke lokasi karena lokasi menjadi ramai. 
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• 5 Agustus 2019 Wahyudi dan Nur Azis mendapat undangan mediasi, pertama di kelurahan yang 
kedua di kesbangpol. Dan salah satu poinya adalah pihak Wahyudi dan Gereja Baptis meminta 
tanda tangan warga kembali. 
• 23 Agustus 2019 Nur Azis dan Warga Malangsari RT 06/RW 07 memberikan surat pernyataan tidak 
setuju rencana Pendirian Gereja di Malangsari kepada Walikota yang dilampirkan tanda tangan 
warga yang tidak setuju. 
• 26 Agutus 2019 Wahyudi dan pihak Gereja Baptis Indonesia Tlogosari mengirim surat permohonan 
kepada FKUB prihal pendirian Gereja Baptis Indonesia dengan melampirkan tanda tangan warga 
yang setuju. 
• 18 September 2019 Nur Azis dan Wahyudi diundang Walikota untuk mediasi dimana pada mediasi 
tersebut FKUB membacakan memorandum yang belum bisa memberikan rekomendasi pendirian 
Gereja Baptis Indonesia karena belum terjadi kerukunan di daerah tersebut. Dan sementara waktu 
pembangunan Gereja dihentikan. 
• 21 Oktober 2019 pihak Wahyudi dan GBI Tlogosari Semarang mengirim surat kepada walikota 
untuk melanjutkan Pembangunan Gereja dengan berdasarkan IMB yang lama. 
• 30 Desember 2019 Nur Azis dan warga Malangsari mengirim surat permohonan peninjauan 
kembali terbitnya SK Walikota No.645.8/387/1998 kepada Walikota Semarang. 
• 06 Maret 2020 Nur Azis dan Warga Malangsari melakukan demo di depan Balaikota. 
• 16 September 2020 Nur Azis dan Wahyudi mendapat undangan dari Komnas HAM untuk mediasi 
dimana hasil mediasi tersebut adalah FKUB mengeluarkan Surat rekomendasi untuk Pendirian 
tempat ibadah Gereja Baptis Indonesia Tlogosari Semarang. 
Dengan demikian terlihat bahwa masing masing pihak memiliki perspektif dalam kasus tersebut 
berbeda-beda. Pada tanggal 1 Agustus 2019 menurut Wahyudi ada 12 orang yang mendatangi lokasi 
pembangunan gereja Baptis Indonesia Tlogosari dan kemudia menyuruh orang keluar dari lokasi 
pembangunan gereja serta melakukan pengrusakan beberapa barang di sekitar lokasi. Tetapi berbeda 
dari pihak Nur Azis bahwa tidak ada ada satu barangpun yang dirusak serta mereka tidak dengan 
paksa menyuruh keluar para pekerja dari lokasi pembangunan gereja tersebut. Kemudian dari pihak 
Nur Azis permasalahannya adalah warga menolak pembangunan gereja karena terdapat pemalsuan 
tanda tangan di dalam mendapatkan IMB tahun 1998. Sedangkan dari pihak Wahyudi menyampaikan 
tanda tangan serta cara mendapatkan IMB sudah sesuai dengan prosedur. Kemudian dari pihak Nur 
Azis juga mempermasalahkan bahwa setelah turun IMB Wahyudi tidak langsung membangun Gereja 
setelah 6 bulan diterbitkannya IMB tersebut. Tetapi pihak Wahyudi membantah karena pada faktanya 
setelah IMB turun ada pembangunan walapun sempat terhenti karena ada protes dari warga. 
Beberapa even yang terpenting adalah beberapa saat terjadinya konflik pada tanggal 1 Agustus 
2019, dimana ada sekelompok orang yang mendatangi lokasi pembangunan Gereja dan menghentikan 
pekerjaan gereja tersebut. Kemudian beberapa peristiwa mediasi yang belum menimbulkan 
kesepakatan dan di tanggal 16 September 2020 terdapat mediasi dan memberikan kesepakatan kedua 
belah pihak dengan ditandai diatas meterai dan disahkan oleh hukum dan pengadilan.    
4. Kesimpulan 
Terdapat hubungan yang tidak harmonis dari kedua belah pihak yang bertikai pada 
pembangunan Gereja; dikarenakan warga merasa ditipu sehingga warga merasa kecewa yang 
kemudian berakibat sampai terjadi penolakan Pembangunan Gereja Baptis Indonesia di Tlogosari 
Semarang. Secara hukum kasus ini telah terselesaikan tetapi secara sosial kemasyarakatan belum 
terjadi. Hal ini dapat terlihat dari kedua belah pihak yang belum bisa saling membantu dalam 
membangun kerukunan beragama di tempat tersebut. Penggunaan analisis Stages of Conflict dan 
Timeline di atas menggambarkan kronologi kejadian konflik berdasarkan tanggal terjadinya proses 
konflik serta proses menuju penyelesaiannya. Kedua belah pihak memiliki alasan masing-masing. Dari 
alasan masing-masing inilah dapat digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah agar tidak 
menimbulkan dampak konflik yang lebih besar. 
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